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ABSTRACT

Ridha Fatma Sari, 04193026, The Corrclation Between of Attitude
Concerning Mayor Instruction of No. 451.422/Binsos-111/2005 about The
Obligation of Using Veil with Voting Behaviour of Padang's Non Muslim
Society in Regional Election at Padang 2008, Sepervisor T Dirs. Bakaruddin
Rosyidi, MS. Dan Il Sepervisor Dhs. Syaiful, M.Si. Faculty of Social Scicnee
and Iolitics, University of Andalas, Padang, July 2009,

This research entitles Hubungan Antara Sikap Mengenai Instruksi
Walikota No. 450.422/Binsos-III2005 tentang Kewajiban  Berjilbab  dengan
Pertlaku Memilih Masyarakat Non Muslim Dalam Pilkada Kota Padang Tahun
2008. The Background of this rescarch iz the prudence of povernment that
determine aboul religious in society especially for non-Muslim, and it has
relationship with the regional election in Padang. Fauri Bahar as candidate
incumbent, introduces the phenomenally prudence. The prudence determine about
wearing the veil. The aim of this research is (o analyze whether the prudence
above give some impacts to the behaviours of non-Muslim communitics in
choosing on regional election.

[n conducting analysis, the writer uses the voting behaviours theory; socio-
psychological sects. This sect use three approaches, one of them is approach that
orient to candidate of parliamentarian. This research also uses the concept of
altitude or political concept. This concept is formed by three components, that
influence cach other, they are kognisi (knowledge), afeksi {understanding of). and
konasi | assessment).

The research vses quantitative research method. The data are taken from
questioners with the explanative research type using two variable (bifariat). Scale
used is ordinal and test the hyvpothesis by using the Spearman Rank (Rhod. In
taking sample, the writer uses the Purposive Sampling for the determination of
regional population and Simple Random Sampling (o determine the amoum of
sample or responder that is gone in the round of Padang Barat.

From analysis of data obtained about the correlation of attitude with voting
behaviour, the writer finds a weak among both of the variables. Even though HI
(job hypothesizing) can be replied by data acquirement. There are correlation the
mayor prudence of government with behaviour chosen in the society, in this lerm
the writer discusses about the behaviour of non-Muslim in regional election in
Padang.
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BAB1

PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Konsep pemenntahan cacrah atau pemerintahan otonom pada awal
kemerdekaan diperkenalkan melalui pemberlakuan Undanp-undang Momor |
Tahun 1945 vang menyingoung tugas-tupas Komite Nasional Wilayah, Kemudian
menyusul Undang-Uindang Momor 22 Tahun 1948 menggantikan undang-undang
sehelumnya. Melalwi Dekrit Presiden 5 Juli 1943 pemerintah kembali berusaha
memperbaki kebjaksanasn desentralisasi vang divujudkan melalvi Undang-
undang Nomor I8 Tahun 1905 Bentuk pemerintahan otonom yang nyata dan
herfanggung jawab diperkenalkan pada masa orde baru melalui pemberlakuan
uUndang-undang Nomor 5 Tahun 1945 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah. Kemudian menyusul Undanp-undang Momor 22 Tahun 1999 (entang
Pemerintnhan  Daerah, Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Daerah, vang kemudian diganti
dengan Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.'
Undang-undang ini memberikan kewenanpan kepada daerah kabupaten dan kota
untuk mewwjudkan pemerintahan otonom yang nyata dan bertangpung jawab,
Sistem ini dimaksodkan unuk mengatasi masalah perimbangan kekuasaan antara
pemerintahan pusat dan daerah, dan untuk menciptakan penvebaran pembangunan

seears merata di oseluruh wilayah Republik  Indonesia, Scdangkan  twjuan

:5.;:-il?l.lrldil_|i.'ll1;-='. SH. Pemerintahian Davraly I Berbagai Newsara Sebapgod Pengoiar (Viniaea
bl Peserintalian Dwerall D0 Srdonovea: Porbembanoar, Kondis, dis Tamtareanl, Pastaka
Sirnsr Harapa, Jekartn, 1997, hilm:TED-152



praktisnya adalah untuk mengkoordinasikan dan merckonsiliasikan perbedaan-
perbedaan antar daerah dalam hubungannya dengan kebutuhan wilavah vang lebih
luas atau sasaran-sasaran penting lainnya yang bersifat regional atau nasional *

(tonomi daerah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur
dan merumuskan kebijakan yang sesuai untuk maswvarakat doerab ilo serdic,
Banyak dacrah-dacrah  yang telah  memanfaatkan  momentum i untuk
menunjukkan kualitas daerah masing-masing, Peraturan daerah vanpg paling
fenomenal dan banyak diheritakan orang adalah kebijakan tentang syariah, vaitu
suaty kebijakan yang hendak mengatur akhlak masvarakatnya berdasarksn ajaran
Islam. Walaupun di dalam peraturan ini sendiri tidak secara jelas disebutkan
peraturan tersebut sebagai Perda Syariah, namun pada kenyataanya peraturan ind
tetap disebul sebagal Perda Swvarial oleh bunyak orang. Adapun daerah-dacrah
vang telah mengeluarkan kebijakan ini adalah dacrah Aceh, heberapa daerah di
Sumatcra Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi.

I3 propinsi Sumatera Barat sendiri terdapat beberapa dacrahnya yang telah
menerapkan Peraturan Dacrah ini dalam berbagai bentuk, misalnya Peraturan
Dracrah di kabupaten Solok (Perda No. 10 Tahun 2001 entang Pandai Baca Hurut
Al-quran Bagi Murid SD. Siswa SLTP, Dan SLTA Serta Calon Pengantin),
kabupaten Sawahlunte/Sijunjung (Perda No. | Tahun 2003 tentang Kewajiban
Pandai Membaca Al-quran Bagi Anak Usia Sekolah, Karvawan/Karyawati Dan
Calon Mempelai, Perda Mo, 2 Tabun 2003 teniang Berpakaian Muslim Dan

Muslimah), Kabupaten Lima Puluh Kota (Perda No. 5 Tahun 2003 tentang

“Ibid, dlim 2194



Kewsjiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang
kewapiban Pandai Baca Dan Tulis Al-Quran Bapi Anak Sekolah Dan Calon
Pengantin), Kabupaten Pesisir Selatan (Perda No. 08 Tahun 2004 tentang
Kewyjiban Pandai Baca Dan Tulis Al-gquran Dan Mendirikan Sholat Bagi Anak
Sekolah Dan Calen Pengantin Yang Beragama Tslam), dan Kabupaten Pasaman
(Perda Mo, 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim Dan Muslimah Bagi
Stawa, Mahasiswa Dan Karyawan). Masing-masing dacrah ini membuat perda
diatas berdasarkan UL No. 22 Tahun 1999 yang kemudian telah direvisi menjadi
LILF Mo, 34 Tahun 2004,

Lain halnya dengan yang terjadi di Kot Padang, Walikota Padang Fauzi
Bahar mengimplementasikan peraturan ini dalam bentuk Instruksi Walikota.
Instruksi walikota ini merupakan terjermaban dari Perda anti-maksial vaitu
Peraturan Daerah Propinsi Ne. 11 Tahun 2001 tentang Pencegaban Dan
Permnberantasan Maksiat yang telah disahkan oleh DPRD dan Pemerintaban Faola
Padang. Walau hanya berupa Instruksi Walikota yang tidak memiliki sangsi
apapun. jika tidak ditkuti akan tetap memiliki kekuatan hukum, seperti yang
tercantum di dalam UL No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 Avat (4) yang berbunyi.
“jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana vang dimaksud pada
ayat (1), diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang
dipenintabkan oleh Peraturan Perundang-undangan vang lebit tingei.™ Jenis dan
hirarki Peraturan Perundang-undangan adalal sehagai berikut,’
Undang Undang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1943,

lindang Lindang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang:
Peraturan Pemerintah:

e

UL Momor 10 Tahun 2004 tentang Prosedur Perundanz-Undangan
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BAR VII

KESIMPULAN DAN SARAN

.1 Kesimpulan

Sikap politik merupakan kecenderungan untuk bertindak yang didorong
oleh pengetahuan, pemahaman dan penilaian terhadap suatu ohjek politik. objek
politik dalam penelitian ini adalah aktor politik vaitu Fauzi Bahar dan kebijakan
politik yaitu instruksi. Sikap individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh objek
politik akan mempengaruhi periluky terhadap objek palitik tersebut dalam hal ini
adalih perilaku memilih terhadap Fausi Bahar atau aktor politik,

Mengacy  pada tujuan  penelitian  ini yaitu untuk  mendeskripsikan
hubungan antara sikap mengenai instruksi walikota no. 451,422/ Binsos-T1L2003
tentang kewajiban berjilbab dengan perilaku memilibh masyarakat non muslim
dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2008, Maka penelitian ini dapat disimpulkan
schagai berikut;

Dilibat dari tingkat penpetahuan dan pemabaman responden terhadap
instruksi tentang kewsjiban  berjilbab dengan sikap masyarakal non muslim
terhadap mstruksi (ersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah responden vang
memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang kurang baik terhadap
instruksi. menggambarkan kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan
imformasi yang balk mengenai instruksi fentang kewajiban herjilbab tersebur,
sehingga hal tersebut memunculkan sikap yang negatif dari masyarakat terhadap

instrukst kewajiban berjilbab.
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